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ABSTRACT 

This research aims to examine the factors that influence of the environmental disclosure. 

Measurement of environmental disclosure in a company of this research used the Global 

Reporting Initiative (GRI). The independent variable in this research is the size of the board of 

commissioners, proportion of independent board, the number of board meetings,  and leverage. 

The population of this research is manufacturing companies that listed in Indonesia Stock 

Exchange (IDX) in 2013-2015. The selection of the sample of this research using purposive 

sampling method, that is the company who published the annual report. Based on purposive 

sampling method, the number of samples obtained are 159 sample firms. The analysis of this 

study uses multiple regression analysis using SPSS15.0. 

The results of this study indicate that the board commissioner size and the number of 

board meetings has positive influence on environmental disclosure. The proportion of 

independent board and leverage does not affect the environmental disclosure. 

Keywords:  The size of the board of commissioners, proportion of independent board, the 

number of board meetings, leverage, environmental disclosure. 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Perusahaan umumnya menjadikan laba sebagai fokus utama. Padahal tanggung jawab 

perusahaan tidak hanya menghasilkan laba, tetapi juga harus memperhatikan dampak 



aktivitasnya, baik lingkungan maupun sosial. Salah satu dampak aktivitas perusahaan adalah 

terjadinya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan terjadi karena perilaku perusahaan 

yang hanya mementingkan keuntungan bisnis dan tidak menghiraukan terjadinya kerusakan 

yang mengakibatkan sumber daya alam tidak terbaharukan (Wintoro, 2012). 

Pengungkapan (disclosure) yang dilakukan oleh perusahaan adalah alat yang penting 

untuk mengkomunikasikan kinerja ekonomi, lingkungan hidup dan sosial suatu perusahaan 

(Agrifood, 2004). Disclosure meliputi ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan 

berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, 

dapat dibuat di dalam laporan tahunan perusahaan (annual report) atau  laporan sosial 

terpisah (Guthrie dan Parker,1990). Penerapan pengungkapan bertujuan memberikan 

gambaran mengenai kondisi dan aktivitas yang terjadi dalam perusahaan untuk 

mempermudah pembuatan laporan tahunan. 

Environmental disclosure merupakan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan 

lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan (Suratno et.al., 2006). Brown dan Deegan 

(1998) mengatakan environmental disclosure penting untuk dilakukan karena melalui 

pengungkapan lingkungan hidup pada laporan tahunan perusahaan, masyarakat dapat 

memantau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi 

tanggung jawab sosialnya. Dengan cara demikian, perusahaan akan memperoleh manfaat 

positif yakni perhatian, kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Tujuan environmental 

disclosure adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan signifikan untuk 

pengambilan keputusan para pengguna laporan keuangan. 

Environmental disclosure dalam laporan tahunan masih bersifat sukarela, sehingga ada 

atau tidaknya pengungkapan ini di dalam laporan tahunan sebuah perusahaan bergantung 



pada masing-masing perusahaan itu sendiri. Di Indonesia, dalam standar akuntansi keuangan 

belum mewajibkan semua perusahaan untuk mengungkapkan informasi lingkungan hidup, 

akibat dari itu, banyak dari perusahaan yang tidak mengungkapkan informasi lingkungan 

hidupnya. 

Dewan komisaris berkewajiban memberi nasehat kepada dewan direksi, serta 

menjalankan serangkaian keputusan dan bertanggung jawab sebagai pengawasan. Secara 

umum dewan komisaris independen mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap 

manajemen yang mana dapat meminimalisir adanya kemungkinan munculnya kecurangan 

dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer. Semakin kompeten 

dewan komisaris maka akan semakin mengurangi adanya kecurangan dalam laporan 

keuangan dan pengungkapan lingkungan dalam perusahaan. Fungsi pengawasan dan 

pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai 

kepada pemberhentian sementara. Proporsi komisaris independen atas jumlah seluruh 

anggota dewan komisaris merupakan variabel yang sering digunakan untuk menguji 

pengaruh corporate governance terhadap environmental disclosure. Hasil penelitian oleh 

Ariningtika (2013), menemukan hasil bahwa proporsi dewan komisaris independen 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap environmental disclosure. Namun 

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Effendi, dkk (2012) menyatakan bahwa 

proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh positif terhadap environmental 

disclosure. 

 Rapat dewan komisaris merupakan kewajiban dari dewan komisaris untuk menjalankan 

serangkaian keputusan bersama dengan sejumlah rapat tentang kebijakan perusahaan yang 

akan dijalankan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Brick dan Chidambaran, (2007), 



semakin banyak rapat yang diselenggarakan dewan komisaris akan semakin meningkatkan 

kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Setyawan dan Zulaikha, (2012), dan 

Ariningtika, dkk (2013), menyatakan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan 

terhadap environmental disclosure. Namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Effendi, dkk (2012) menyatakan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak 

berpengaruh terhadap environmental disclosure. 

 Suhardjanto (2010) melakukan investigasi pengaruh leverage terhadap pengungkapan 

lingkungan. Hasil yang diperoleh dari penelitian Suhardjanto (2010) menemukan adanya 

pengaruh leverage terhadap pengungkapan lingkungan, sementara hasil yang berbeda 

ditunjukan oleh Ariningtika (2013) yang tidak menemukan pengaruh antara leverage dengan 

pengungkapan lingkungan. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Effendi et. al (2012) yang meneliti 

tentang pengaruh dewan komisaris terhadap environmental disclosure pada perusahaan 

manufaktur yang listing di BEI. Penelitian ini menggunakan sampel tahun 2008-2011, 

sehingga sebagian besar dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sama, yaitu 

ukuran dewan komisaris, proporosi dewan komisaris independen dan jumlah rapat dewan 

komisaris. 

Penelitian ini juga replikasi dari penelitian Laras Miranti (2009) yang menguji 

pengaruh karakteristik perusahaan terhadap environmental disclosure. Karakteristik 

perusahaan diukur menggunakan leverage. Hasil penelitian menunjukan bahwa leverage 

tidak berpengaruh terhadap environmental disclosure. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti pengaruh ukuran dewan 

komisaris, proporsi dewan komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris dan leverage 



terhadap environmental disclosure. Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan bukti empiris 

mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap environmental disclosure. 

B. TINJAUAN LITERATUR DAN PENURUNAN HIPOTESIS 

Teori Stakeholder 

Stakeholder merupakan pihak yang mempunyai kepentingan baik dengan pihak 

internal maupun eksternal yang saling berhubungan dan bersifat mempengaruhi maupun 

dipengaruhi. Stakeholder terdiri dari karyawan, masyarakat, negara, supplier, pasar 

modal, pesaing, badan industri, pemerintah asing dan lain-lain. Namun, teori  stakeholder 

berpendapat bahwa  ada  pihak  lain  yang  terlibat,  yaitu  lembaga  pemerintah,  

kelompok politik, asosiasi  perdagangan,  masyarakat,  pekerja  prospektif,  pelanggan  

prospektif  dan publik  secara  umum.  Kadang  pesaing  pun  dapat  terhitung  sebagai  

stakeholder (Rochmi, 2007 dalam Handayani, 2010).  

Peran stakeholders pada perusahaan sangat berpengaruh untuk mempengaruhi dan 

menjadikan pertimbangan dalam mengungkapkan suatu informasi di laporan keuangan 

suatu perusahaan. Stakeholders menjadi tolak ukur dan pertimbangan utama bagi 

perusahaan karena stakeholder merupakan pemegang posisi yang kuat dalam perusahaan. 

Stakeholders pada dasarnya dapat mempengaruhi penggunaan berbagai sumber ekonomi 

yang digunakan dalam aktivitas perusahaan.  

Teori Agensi 

Teori Agensi merupakan teori yang mengungkapkan suatu kontrak hubungan 

antara pemilik atau pemegang saham dan agen atau manajer. Agency relationship 

merupakan hubungan antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai prinsipal 

atau pemberi amanat dan pihak kedua disebut agen yang bertindak sebagai perantara 



yang mewakili prinsipal dalam melakukan transaksi dengan pihak ketiga. Pada agency 

theory yang disebut prinsipal adalah pemegang saham dan yang dimaksud agen adalah 

manajemen yang mengelola perusahaan.  

Teori agensi merupakan hubungan kesepakatan antara pemilik dengan agen guna 

menghasilkan perjanjian atau kontrak. Dengan ini pemilik ingin mengetahui informasi 

dan aktifitas manajemen terkait dengan investasi atau dananya dalam perusahaan dan 

sebagai pertanggungjawaban perusahaan terkait dengan kinerja manajer. Sebagai agen, 

manajer bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan para 

prinsipal, dan manajer juga menginginkan untuk selalu memperoleh kompensasi sesuai 

dengan yang tertera pada kontrak. 

Teori Legitimasi 

Teori legitimasi dilandasi oleh adanya suatu kontrak sosial yang terjadi antara 

perusahaan dengan masyarakat (Ghozali dan Chariri, 2007). Teori legitimasi dalam 

kegiatan operasional pada sebuah organisasi diharuskan memperlihatkan perilaku yang 

konsisten dengan nilai sosial. (Ghozali dan Chariri, 2007) menyatakan bahwa kegiatan 

perusahaan dapat menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, sehingga praktik 

pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan alat manajerial yang digunakan 

perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan. 

 

 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris dengan Environmental Disclosure 

 Dewan komisaris sebagai organ puncak pengelolaan internal perusahaan memiliki 

peran terhadap aktivitas pengawasan. Sehingga komposisi dewan komisaris menentukan 

pengungkapan lingkungan. Menurut Coller dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2005) 



bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris maka akan semakin mudah untuk 

mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Selain itu 

juga, keberadaan dewan komisaris yang independen (outside member board) akan 

semakin menambah efektivitas pengawasan. Komposisi dewan komisaris yang 

independen umumnya merupakan sebuah solusi untuk mengatasi masalah kegaenan. 

Hasil penelitian oleh Sun, et.al (2010) dan  Sagala, (2013),  menemukan hasil bahwa 

ukuran  dewan  komisaris  berpengaruh  positif  secara  signifikan  terhadap 

environmental  disclosure. Namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh  

Effendi, dkk (2012)  menyatakan  bahwa  ukuran  dewan  komisaris  tidak  berpengaruh 

berpengaruh positif terhadap environmental disclosure.  

Peran teori stakeholder disini yakni ukuran dewan komisaris yang lebih besar 

dapat menutup kelemahan asimetri informasi karena dengan memiliki banyak anggota 

dewan komisaris maka semakin banyak pula ide, pengalaman, dan adanya interaksi antar 

dewan komisaris yang mendukung proses pengawasan terhadap manajemen perusahaan. 

Pengawasan tersebut berfungsi agar di dalam melakukan kegiatan bisnisnya perusahaan 

tetap transparan sehingga mendapat respon yang positif dari para stakeholder-nya 

(Sanjaya,2013).  

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Ukuran dewan komisaris perusahan berpengaruh positif terhadap Environmental 

Disclosure. 

 

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen dengan Environmental Disclosure 

Peran utama dewan komisaris adalah terkait dengan fungsi kontrol (Pound, 1995 

dalam Effendi et al., 2012). Dewan komisaris independen merupakan alat untuk 



mengawasi perilaku manajemen untuk meningkatkan pengungkapan informasi sukarela 

dalam laporan tahunan perusahaan (Rosenstein dan Wyatt, 1990). Lebih jauh lagi 

Choiriyah (2010) dan Uwuigbe et.al. (2011) menyatakan bahwa proporsi dewan 

komisaris berpengaruh positif terhadap environmental disclosure. 

Proporsi komisaris independen atas jumlah seluruh anggota dewan komisaris 

merupakan variabel yang sering digunakan untuk menguji pengaruh corporate 

governance terhadap environmental disclosure. penelitian yang dilakukan  oleh Uwuigbe, 

et.al (2011) dan Ariningtika, dkk (2013), menyatakan  bahwa  proporsi  dewan  komisaris  

independen berpengaruh positif Signifikan terhadap  environmental disclosure.  Namun 

penelitian ini bertentangan  ini  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Effendi, dkk 

(2012), dan Sagala, (2013), menyatakan bahwa  proporsi  dewan  komisaris  independen 

tidak berpengaruh terhadap environmental disclosure. 

Tanggung jawab perusahaan terhadap para stakeholder yaitu dengan melakukan 

pengungkapan lingkungan untuk memberikan informasi kepada masyarakat (stakeholder) 

mengenai kinerja lingkungan perusahaan merupakan perwujudan dari asas transparansi. 

Hasil ini sejalan dengan hasil dari Uwuigbe et al. (2011) dan Suhardjanto dan Permatasari 

(2010), yang menunjukan bahwa fungsi dari dewan komisaris independen dapat 

mengawasi perilaku manajemen untuk meningkatkan pengungkapan lingkungan dalam 

laporan tahunannya.. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut: 

H2: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap environmental 

disclosure. 

Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris dengan Environmental Disclosure 



Tujuan dari rapat dewan komisaris adalah untuk mengarahkan dan mengevaluasi 

aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan dan juga rapat dewan komisaris harus dilakukan 

secara berkala agar dapat memantau aktifitas yang berhubungan dengan environmental 

disclosure. 

Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan hubungan keagenan sebagai kontrak di 

antara principal (pemegang saham) dan agen (manajer) dimana principal mendelegasikan 

pengambilan keputusan kepada agen. Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung 

jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai 

imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian 

terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing 

pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang 

dikehendaki (Ujiyantho, 2007). Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak 

mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang 

dibandingkan pemilik (pemegang saham). Maka dari itu pentingnya rapat dewan 

komisaris agar dapat mendiskusikan tentang kebijakan perusahaan agar lebih efektif di 

masa yang akan datang. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Brick dan Chidambaran, 2007 dalam 

Suhardjanto dan Permatasari, 2010), semakin banyak rapat  yang  diselenggarakan  

dewan  komisaris  akan  semakin  meningkatkan  kinerja  perusahaan. Oleh karena itu 

semakin sering dewan komisaris melakukan rapat, maka fungsi pengawasan dewan 

komisaris semakin efektif dan juga  pengungkapan lingkungan pada perusahaan semakin 

luas. Penelitian yang dilakukan oleh Setyawan dan Zulaikha, (2012),  dan Ariningtika, 

dkk (2013) Menyatakan jumlah rapat dewan komisaris  berpengaruh signifikan terhadap 



environmental disclosure. Namun bertentangan dengan Penelitian yang dilakukan oleh 

Effendi, dkk (2012) menyatakan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh 

terhadap environmental disclosure. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut: 

H3: Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap environmental 

disclosure. 

Pengaruh Leverage dengan Environmental Disclosure 

Leverage dapat dikatakan sebagai alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan 

tergantung pada kreditor dalam membiayai aset perusahaan (Karina, 2013). Perjanjian 

terbatas seperti perjanjian utang yang tergambar dalam tingkat leverage dimaksudkan 

membatasi kemampuan manajemen untuk menciptakan transfer kekayaan antar 

pemegang saham dan pemegang obligasi (Jensen and Meckling, 1976; Smith and 

Warner, 1979 dalam Belkaoui and Karpik, 1989). 

Semakin besar environmental disclosure maka semakin besar dapat mempengaruhi 

leverage perusahaan tersebut. Melalui environmental disclosure masyarakat dapat 

memantau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan 

memperoleh perhatian dan kepercayaan dari masyarakat sehingga perusahaan dapat tetap 

dipercaya. 

Hasil pengujian mendukung berlakunya teori legitimasi, yaitu teori yang 

menjelaskan adanya suatu kontrak sosial antara perusahaan dengan para stakeholder-nya 

(Ghozali dan Chariri, 2007). Menurut Deegan (2002) dalam perspektif teori legitimasi, 

suatu perusahaan akan secara sukarela atau menutupnutupi laporan aktifitasnya sesuai 



dengan baik atau buruknya tingkat environmental performance perusahaan dan hal ini 

dapat memperlemah atau memperkuat fungsi pengawasan dari corporate governance. 

Penelitian yang dilakukan oleh Cormier dan Magnan (2003) menemukan bahwa 

adanya pengaruh antara leverage dan environmental disclosure. 

Paramitha (2014) juga menyimpulkan hal yang sama bahwa leverage berpengaruh 

signifikan atas environmental disclosure. Maka semakin tinggi tingkat leverage 

perusahaan, semakin rendah pula tingkat pengungkapan informasi terkait lingkungannya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut: 

H4 : Leverage perusahan berpengaruh negatif terhadap Environmental Disclosure. 

METODE PENELITIAN 

Variabel Penellitian 

Environmental Disclosure 

Global Reporting initiative’s (GRI) 

Kerangka Pelaporan GRI ditujukan sebagai sebuah kerangka yang dapat diterima 

umum dalam melaporkan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dari organisasi. 

Kerangka ini didesain untuk digunakan oleh berbagai organisasi yang berbeda ukuran, 

sektor, dan lokasinya (www.globalreporting.org). 

GRI merekomendasikan beberapa aspek lingkungan yang harus diungkap dalam 

annual report, ada 30 item yang direkomendasikan oleh GRI dan terdiri dari 9 Aspek, 

kesembilan aspek tersebut adalah : 

a. Material 

b. Energi 

c. Air 

d. Keanekaragaman hayati 

http://www.globalreporting.org/


e. Emisi, Effluent dan limbah 

f. Produk dan jasa 

g. Ketaatan pada peraturan 

h. Transportasi 

i. Keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk menjaga lingkungan. 

Ukuran Dewan Komisaris 

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah seluruh anggota komisaris yang 

berasal dari internal dan eksternal perusahaan yang melakukan pengawasan terhadap 

direksi dalam menjalankan perusahaan (Sagala, 2013). Jumlah anggota dewan 

komisaris diukur dari jumlah komisaris pihak yang memiliki hubungan dengan salah 

satu pihak internal perusahaan (yang terafiliasi) dan dengan yang tidak memiliki 

hubungan dengan perusahaan (tidak terafiliasi).  Jumlah anggota dewan komisaris 

seperti juga direksi, bisa terdiri dari satu orang atau bisa juga lebih. Tugas dewan 

komisaris adalah berkewajiban dalam pengawasan dan pemberi nasehat kepada 

direksi. Cara mengukur anggota dewan komisaris dengan menjumlah total anggota 

dewan komisaris. 

Proporsi Dewan Komisaris Independen 

Proporsi dewan komisaris adalah perbandingan jumlah anggota dewan 

komisaris yang berasal dari luar perusahaan dengan jumlah seluruh anggota dewan 

komisaris, dimana ukurannya tersebut adalah dengan cara membagi jumlah anggota 

komisaris yang berasal dari luar perusahaan dengan jumlah keseluruhan anggota 

dewan komisaris. Dengan adanya dewan komisaris independen diharapkan mampu 

meningkatkan dan menciptakan keadaan yang bersifat independen dan objektif. 



Indikator yang digunakan adalah indikator yang digunakan dalam penelitian 

Eng dan Mak (2005), yaitu persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari 

luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan. 

                                      
                      

                 
  

Jumlah Rapat Dewan Komisaris 

Rapat dewan komisaris merupakan kewajiban dari dewan komisaris untuk 

menjalankan serangkaian keputusan bersama pada sejumlah rapat tentang kebijakan 

perusahaan yang akan dijalankan. Penelitian (Suhardjanto, 2010) yaitu diukur 

dengan menghitung jumlah pertemuan yang dilakukan oleh dewan komisaris selama 

1 tahun.  

Leverage 

Leverage  adalah pengukur besarnya aktifa yang dibiayai dengan utang. 

Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa besarnya aktiva yang dimiliki 

perusahaan, apakah berasal dari hutang atau modal, sehingga dengan rasio ini dapat 

diketahui posisi perusahaan dan kewajibannya yang bersifat tetap kepada pihak lain 

serta keseimbangan nilai aktiva tetap dengan modal yang ada. Menggunakan rasio 

utang terhadap modal sendiri (Haniffa dan Cooke, 2005). 

Penelitian ini konsisten dengan pengukuran yang digunakan oleh Freedman 

dan Jaggi (2005) yaitu membandingkan total utang dengan total aset. Rumus yang 

digunakan untuk menghitung leverage adalah: 

         
           

          
 

 Populasi dan Sampel 



 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2015 (3 tahun). Metode pengambilan sampel 

yang digunakan adalah purpossive sampling, teknik pengambilan sampel perusahaan dalam 

penelitian dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015. 

2. Perusahaan mempublikasikan laporan tahunan secara lengkap. 

3. Perusahaan yang memiliki data-data lengkap yang terkait dengan variable penelitian. 

4. Perusahaan yang laporan tahunannya menggunakan satuan rupiah. 

Metode Analisis 

Dalam penelitian ini, proses analisis data yang dipergunakan adalah regresi linier 

berganda (multiple regression) dengan menggunakan program komputer Statistical Product 

Service Solutions (SPSS). Model regresi berganda yaitu metode statistik berfungsi untuk menguji 

pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Model yang digunakan 

dalam regresi berganda untuk melihat ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris 

independen, jumah rapat dewan komisaris, leverage terhadap environmental disclosure dalam 

penelitian ini adalah: 

                   ED  = α0 + ß1 UDKOM + ß2PRODKOM + ß3 JRDK  + ß4 LEV + e 

  Keterangan Persamaan Regresi Berganda 

EDI   = Environmental Disclosure Index 

α   = Konstanta 

ß1, ß2, ß3, ß4   = Koefisien Regresi 

UDEKOM  = Ukuran Dewan Komisaris 



PRODKOM  = Proporsi Dewan Komisaris Independen 

JRDK   = Jumlah Rapat Dewan Komisaris 

LEV   = Leverage 

e   = Standar error 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Perusahaan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2015. 

Berdasarkan metode purposive sampling diperoleh 159 perusahaan manufaktur yang 

memenuhi kriteria. 

Keterangan 2013-2015 

Perusahaan Manufaktur yang listing di Bursa Efek 

Indonesia 
424 

Perusahaan yang tidak memiliki Laporan tahunan 

(annual report) atau laporan keuangan 
( 34 ) 

Perusahaan Manufaktur yang Delisting ( 6 ) 

Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sampel 

terkait dengan variabel penelitian dan tidak 

menggunakan bahasa indonesia 

( 222 ) 

Perusahaan sampel sebelum ada outlier 162 

 

Data Outlier ( 3 ) 

Jumlah seluruh sampel 159 

 

 

 

 

 

Statistik Deskriptif 



Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

UDK 159 2.00 12.00 4.6289 2.11251 

PDKI 159 .20 2.00 .4649 .24444 

JRDK 159 1.00 32.00 5.5786 4.35219 

LEV 159 .05 1.82 .4487 .26319 

GRI 159 .00 .33 .1183 .09421 

Valid N (listwise) 159     

 

Tabel statistik deskriptif pada setiap variabel penelitian. Jumlah pengamatan 

dalam penelitian ini adalah 159 sampel. Variabel Environmental Disclosure (EDI) 

memiliki nilai minimum 0,00; nilai maksimum 0,33; nilai rata-rata 0,1183; dan nilai 

standar deviasi sebesar 0,09421. 

1. Variabel Ukuran Dewan Komisaris (UDK) memiliki nilai minimum 2; nilai maksimum 

12; nilai rata-rata 4,6289; dan nilai standar deviasi sebesar 2,11251. 

2. Variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen (PRODKOM) memiliki nilai minimum 

0,20; nilai maksimum 2; nilai rata-rata 0,4649; dan nilai standar deviasi sebesar 0,24444. 

 

3. Variabel Jumlah Rapat Dewan Komisaris (JRDK) memiliki nilai minimum 1; nilai 

maksimum 32; nilai rata-rata 5,5786; dan nilai standar deviasi sebesar 4,35219. 

 

4. Leverage memiliki nilai minimum 0,05; nilai maksimum 0,33; nilai rata-rata 0,1183 dan 

nilai standar deviasi sebesar 0,0942 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Model regresi dalam penelitian ini dinyatakan lolos dalam pengujian asumsi 

klasik, yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji 



heteroskedastisitas. Hasil penelitian menunjukkan nilai adjusted R square sebesar 0,101. 

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi 

terjadinya environmental disclosure hanya sebesar 10%, sedangkan 90% variabel 

independen dipengaruhi variabel lain di luar model penelitian. 

 

HASIL UJI NILAI t 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .043 .026  1.634 .104 

UDK .016 .003 .353 4.598 .000 

PDKI -.020 .031 -.053 -.666 .506 

JRDK .001 .002 .118 2.224 .028 

LEV .020 .028 .055 .705 .482 

 

Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Environmental Disclosure 

Berdasarkan tabel 4.8. menunjukkan ukuran dewan komisaris  memiliki 

nilai koefisien regresi sebesar 0,016 dengan signifikansi sebesar 0,000 < alpha 

(0,05) sehingga ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap 

environmental disclosure. Dengan demikian hipotesis satu diterima. 

 

Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Environmental Disclosure 

Berdasarkan tabel 4.8. menunjukkan ukuran dewan komisaris memiliki 

nilai koefisien regresi sebesar -0,020 dengan signifikansi sebesar 0,506 > alpha 



(0,05) sehingga proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap 

environmental disclosure. Dengan demikian hipotesis kedua ditolak. 

  

Jumlah Rapat Dewan Komisaris Terhadap Environmental Disclosure 

Berdasarkan tabel 4.8. menunjukkan jumlah rapat dewan komisaris  

memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,001 dengan signifikansi sebesar 0,028 < 

alpha (0,05) sehingga Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap 

environmental disclosure. Dengan demikian hipotesis ketiga diterima. 

Leverage Terhadap Environmental Disclosure 

Berdasarkan tabel 4.8. menunjukkan bahwa leverage memiliki nilai 

koefisien regresi sebesar 0,020 dengan signifikansi sebesar 0,482 > alpha (0,05) 

sehingga leverage tidak berpengaruh terhadap environmental disclosure. Dengan 

demikian hipotesis keempat ditolak. 

 

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN 

Perusahaan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2015. Berdasarkan metode 

purposive sampling diperoleh 159 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria. 

Penelitian ini menggunakan indeks pengungkapan Global Reporting Initiative (GRI) 

sebanyak 30 item. 

Berdasarkan analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan dari penelitian sebagai berikut: 



Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap environmental disclosure, 

karena ukuran dewan komisaris memberikan pengaruh yang sangat besar  dan efektif 

dalam pengambilan keputusan. 

Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap environmental 

disclosure, karena peran dewan komisaris independen tidak berfungsi dengan baik, 

kurang berkompeten dan kurang objektif dalam mengatasi dan mengawasi kinerja 

dari para manajemen. 

Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap environmental 

disclosure, karena anggota dewan komisaris  memberikan pengaruh yang sangat 

besar dan efektif dalam pengambilan keputusan, mengawasi dan juga sebagai 

evaluasi. 

Leverage  berpengaruh negatif terhadap environmental disclosure. Hal ini 

dikarenakan  perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang tinggi, maka biasanya 

manajemen cenderung lebih tertutup dalam melaporkan kinerja perusahaannya. 

 

 

Keterbatasan dalam penelitian ini jangka waktu periode pengamatan hanya tiga tahun 

dari tahun 2013-2015 sehingga sampel yang digunakan sangat terbatas. Dilihat dari nilai 

adjusted R Square sebesar 0,10 atau 10 %, berarti masih ada variabel-variabel lain yang 

dapat diteliti lebih lanjut yang diduga berpengaruh terhadap environmental disclosure. 

Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian dari perusahaan manufaktur saja 

sehingga hasil penelitian tidak bisa digeneralisir pada tipe perusahaan lainnya. 

Saran yang dapat diberikan peneliti untuk penelitian-penelitian serupa di masa 

yang akan datang dan saran bagi para investor adalah perlunya dipertimbangkan faktor-



faktor lain yang berpengaruh terhadap environmental disclosure dalam laporan tahunan, 

misalnya dewan direksi, kualitas audit, dan lain-lain. Memperluas objek penelitian, tidak 

hanya perusahaan manufaktur tetapi semua jenis perusahaan, sehingga bisa 

membandingkan indeks pengungkapan dari berbagai jenis perusahaan. Investor yang 

hendak berinvestasi pada perusahaan sektor manufaktur listing di BEI hendaknya 

memperhatikan faktor-faktor luas envinronmental disclosure yang ada pada perusahaan 

tersebut terkait dengan variabel dari penelitian ini. 
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